
 

 

 

  

 

BUPATI TANAH LAUT 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 72 TAHUN  2015 

 

TENTANG 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MITIGASI ATAU PEMANTAUAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI TANAH LAUT,  

 

Menimbang    : a. bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan 

efektivitas dalam Mitigasi atau Pemantauan, dipandang 

perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a,  perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur 

Mitigasi atau Pemantauan;  

 

Mengingat     : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

SALINAN 
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Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 
8. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

 
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4829);  

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2009 tentang 

Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 199); 

 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di 

ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

 

18. Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 131 Tahun 2003 

tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan 

Penanganan Pengungsi di Daerah;  

 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan 
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Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam 

Penanggulan Bencana; 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13); 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) yang telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6); 

 

26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; 

 

27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2013 

tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan 

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta 

monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga yang 
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Tanah Laut; 

 

 

 

M E M U T U S K A N  : 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR MITIGASI ATAU PEMANTAUAN. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan BPBD adalah BPBD Kabupaten Tanah 

Laut. 

7. Kepala Pelaksana adalah orang yang memimpin dan 

mempunyai wewenang untuk melaksanakan semua 

kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Tanah Laut, baik dalam manajemen 

administrasi maupun dalam manajemen kegiatan 

lapangan. 

8. Mitigasi atau pemantauan adalah usaha untuk 

mengurangi dan/atau meniadakan korban dan kerugian 

yang mungkin timbul, terutama kegiatan 

penjinakan/peredaman (mitigasi) dan pada prinsipnya 

mitigasi harus dilakukan untuk segala jenis bencana (baik 

bencana alam atau natural disaster maupun bencana 

akibat manusia). 
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9. Tim Damkar/TRC adalah petugas atau dinas yang dilatih 

dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran, petugas 

pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan 

korban dari kebakaran, juga dilatih untuk menyelamatkan 

korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dan lain-

lain. 

10. Peta Rawan Bencana adalah peta tematik atau peta yang 

mengusung hanya satu atau beberapa tema yang berbeda 

dengan peta umum  yang menyajikan kondisi topografi 

(seperti lokasi jalan, gunung, sungai, informasi ketinggian, 

dan tutupan lahan) dan batas administrasi (batas 

kecamatan atau kabupaten) yang biasa dsebut peta 

rupabumi (sebagai terjemahan dari topgraphic map). 

11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut 

SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang 

dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan. 

 

 

BAB   II 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MITIGASI ATAU 

PEMANTAUAN 

 

Pasal 2 

 

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah 

untuk mengatur Standar Operasional Prosedur Mitigasi atau 

Pemantauan.  

 

Pasal 3 

 

Format Standar Operasional Prosedur Mitigasi atau 

Pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

                                                       

BAB III 

TATA KERJA 

 

Pasal  4 

 

(1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional 

Prosedur Mitigasi atau Pemantauan, wajib menguasai, 

memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang 

berlaku dalam Mitigasi atau Pemantauan. 

(2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar 

Operasional Prosedur Mitigasi atau Pemantauan, wajib 

membangun komitmen tinggi untuk mendukung 

pelaksanaannya. 
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(3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar 

Operasional Prosedur Mitigasi atau Pemantauan, wajib 

mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal 

dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan publik. 

(4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar 

Operasional Prosedur Mitigasi atau Pemantauan, wajib 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.   

                        

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

   

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam  Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

 

Ditetapkan di Pelaihari  

pada tanggal 14 September 2015 

 

  BUPATI TANAH LAUT, 

 

             Cap ttd 

 

H. BAMBANG ALAMSYAH 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 14 September 2015 

 

     SEKRETARIS DAERAH 

   KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

                  Cap ttd 

 

            H. ABDULLAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 479 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 

 

 

 

H. RUDY ARIFFIN 

 

 

 

 


